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PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ab)

KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA 1A ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

. bahwa dalam rangka pélaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan
pedoman dan petunjuk pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. bahwa untuk mewujudkan kesamaan dan keterpaduan antara

Pejabat Pengelola Keuangan Daerzh (PPKD) dan SKPD dalam
pelaksanaan APBD Kota Tebing Tinggi Tahun 2010.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi

tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Tebing Tinggi Tahun
Anggaran 2010.

. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembara 1 Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lemb:cran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Fembentukan
Peraturan Perundang-undangan (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung lawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomior
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Tebing Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);

9. Peératuran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perawakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

1C.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Stancar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembar in Negara Republik Indonesia
Nomor -:578);
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Menetapkan

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 Tentang Perubahan. atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pecdoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nc¢mor 55 Tahun 2008 tentang
Tatacar Penat: usahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya;

14.Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2010 ( Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2009
Nomor 4);

15.Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah,
Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;

16.Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Prosedur dan Tatacara Permintaan Serta Pembayaran Uang Lembur
dan Uang Makan Lembur Diluar Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri
Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

17.Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

18.Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing

Tinggi Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi
Tahun 2009 Nomor 26)

19.Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 54 Tahun 2009 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

PCRATURAN  WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2010.



Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
4. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Aparat Pengawas Eksternal.
5. Inspektur Daerah adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dae.ah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungen dengan hak dan kewajiban
daerah.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

10.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah

Sekretariat Naerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

11.Pejabat Penge!ola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala

PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD vyang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

13.Pe. zguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

14.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnva disingkat Kuasa BUD adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
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15.Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD.

16.Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Daerah.

17.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah can
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

18.P¢,..bat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

19.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat
pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.

20.Be. dahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. -

21.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanzan APBD pada SKPD.

22.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

23.Surat Penyediaan Dana yang seianjutnya disingkat SPD adala;] dokumen yang

menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan
SPP.

24 .Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya dising at SPP adalah dokumen yang

diterbitkan  oleh pejibat  yang bertanggungjawab  atas pelaksanaan
kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

25.SP? Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang

bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

26.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat $SPP-GU adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti Uang Persediaan
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
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27.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutiya disingkat SPP-TU adalah dokumen
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintan Tambahan Uang
Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan.

28.SP” Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga
ata dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran
gaji dengan jumlah, penerima, perurtukan, dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh PPTK. ‘

29.Surat Perintzh Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluzran DPA-SKPD.

30.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai Uang
Persediaan untuk mendanai kegiatan. '

31.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti Uang Persediaan yang tclah dibelanjakan.

32.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Perseciaan yang selanjutnya disingkat
SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Penggunaan Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD,

karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu Uang Persediaan yang
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

33.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

34.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

35.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

36.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 2

(1) Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010, meliputi :
a. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
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b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daer..h

(2) Uraian pedoman pelaksarraan APBD Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan walilcota ini.

Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Mei 2010

WALIKOTA TEBING TINGGI

ted

~ ABDUL HAFIZ HASIBUAN
Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Mei 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd
AGUSSALIM PURBA

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2010 NOMOR 7




